BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
(UUD) Negara Republik Indonesia 1945 merupakan Negara hukum. Prinsip
dari Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan
hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan." Masyarakat sebagai makhluk
sosial senantiasa dalam kehidupan sehari-hari akan saling melakukan interaksi
sosial. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak
jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan
suatu perbuatan hukum, yang mempunyai akibat-akibat hukum tertentu.
Dalam konteks inilah, kepastian hukum menjadi dasar dalam pranata sistem
hukum suatu negara.

Peran penting dimiliki oleh Notaris dalam setiap hubungan hukum
kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan hubungan hukum tersebut
dibutuhkan adanya pembuktian tertulis berupa akta otentik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut dengan UUJN) menyatakan bahwa: “Notaris adalah
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan memiliki

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau

! Sjaifurrachman. Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam
Pembuatan Akta, Mandar Maju, Jakarta, h. 5.



berdasarkan undang-undang lainnya.” Sebagai pejabat umum berarti Notaris
berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan seorang Notaris hanya
boleh melakukan untuk menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah
yang ditentukan baginya dan hanyak di dalam daerah hukum itu ia berwenang.

Perjalanan Notaris Indonesia mengalami beberapa perkembangan
sesuai dengan perkembangan Negara dan bangsa Indonesia. Sejarah
kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan
lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan
berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Lembaga kenotariatan merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan
yang ada di Indonesia. Lembaga ini muncul akibat dari kebutuhan
masyarakatyang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan
hukum keperdataan yang ada dan akan terjadi diantara mereka. Mengingat
semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan akan jasa Notaris maka
dibentuklah Notaris yang khusus melayani masyarakat dibidang keperdataan,
khususnya dalam membuat akta otentik seperti yang ternyata dalam pasal
1868 KUHPerdata yaitu :

“Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan
olen undangundang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”2

Indonesia sebagai negara hukum, seperti yang terdapat dalam Pasal 1

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka

2 Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata[Burgerlijk
Wethoek], diterjemahkan oleh, Pradnya Paramita, Jakarta, Ps. 1868



seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat harus berdasar dan tidak boleh
menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Terkait
dengan lembaga kenotariatan ini maka dalam hubungan keperdataan
menyangkut dengan akta otentik maka harus dibuat oleh Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.®> Notaris
mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya
dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai
pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik
dan kewenangan lainnya.*

Walaupun Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan
oleh Negara untuk membuat akta otentik tidak menutup kemungkinan
terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri, maka dari
itu disusunlah kode etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris
Indonesia. Tujuan disusunnya kode etik Notaris tersebut adalah agar
suatu profesi Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan
motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi
secara rasional dan Kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Akan

tetapi pada saat sekarang ini banyak Notaris yang mengabaikan hal-hal

® Lihat Pasal 1 angka 1,Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jo. Pasal 1 angka 2 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Majelis Kehormatan Notaris.

* Salim, H.S, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris,
Bentuk dan Minuta Akta, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.33



tersebut, sehingga tingkat pelanggaran terhadap kode etik Notaris semakin
meningkat. Pelanggaran kode etik tersebut meliputi pelanggaran-pelanggaran
terhadap norma-norma, baik itu norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun
norma hukum.

Kode etik merupakan bagian dari hukum positif yang dibuat
secara tertulis, namun tidak mempunyai sanksi yang tegas. Keberlakuan ini
semata-mata berdasarkan kesadaran moral, tidak seperti undang-undang
yang sifatnya memaksa. Alasan diabaikannya kode etik ini dipengaruhi
oleh faktor ekonomi, sosial, politik, adat budaya, agama, teknologi, dan
sebagainya. Semua unsur tersebut berhubungan, saling mengikat dan
saling mempengaruhi satu dengan yang lain.

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan
oleh Perkumpulan Organisasi lkatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku
serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang
memangku jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam
kehidupan sehari-hari. Notaris sangat perlu untuk mengetahui dan
memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja
dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi  yang
dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. Keberadaan kode etik
Notaris merupakan konsekuensi logis dari suatu pekerjaan profesi
Notaris. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Notaris sebagai
pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya

pada peraturan perundang-undangan semata, namun juga pada kode etik



profesinya karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya
akan hilang.> Hal tersebut berarti Notaris harus menjaga segala sikap dan
perbuatannya serta menjunjung tinggi kewibawaannya dan martabanya
sebagai Notaris baik dilakukan dalam jabatannya maupun secara
kehidupan sehari-harinya.

Dalam kode Etik Notaris ada 5 Pasal, yang antara lain mengenai
kepribadian Notaris, Notaris dalam menjalankan tugasnya, Notaris dengan
Klien, Notaris dengan sesama rekan dan yang terakhir tentang pengawasan.
Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya dijiwai Pancasila,
sadar dan taat kepada hukum serta berkepribadian baik dan menjunjung tinggi
martabat dan kehormatan Notaris (Pasal 1 Kode Etik Notaris).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris
menerangkan bahwa :

“Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya

bekerja sendiri, jujur dan tidak berpihak, dengan penuh rasa tanggung
jawab, tidak mengadakan kantor cabang, maupun tidak menggunakan
perantara-perantara serta menggunakan media massa yang bersifat
promosi. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya mumberikan penyuluhan

hukum serta memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang
mampu dengan cuma-cuma”.

Kode etik sebetulnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak
dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral
suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga

dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan

> Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum
dan Etika, Ull Press, Yogyakarta, h. 48.



hakikat moralitas profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang
menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan
atas keperluannya berupa jaminan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi.

Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam
perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Selain
jaminanatas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang
akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan. Kode etik pertama
disusun atas dasar sumpah hipokrates seorang dokter Yunani yang hidup
pada abad ke-5 SM. Akibat pemikirannya mengenai penyakit, yaitu bahwa
penyakit bukanlah modifikasi dari aspek tahayul, jin dan sejenisnya,
melainkan merupakan kumulatif dari situasi, kebersihan, dan lingkungan.

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang
praktis balk tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan
sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar
perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang
secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan
oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres
Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib
ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang

menjalankan tugas dan jabatan Notaris.



Kaidah moral adalah tuntunan perilaku manusia yang ditaati karena
kesadaran yang bersumber pada hati nurani, yang bertujuan untuk mencapai
kebahagiaan. Kaidah moral umumnya tidak tertulis, namun jika dibuat tertulis
seperti Kode Etik Notaris ini maksudnya adalah untuk kejelasan informasi
semata. Kaidah moral diharapkan ditaati oleh kelompok masyarakat
fungsional tertentu, yakni Notaris dalam kehidupannya diorganisasi Notaris.
Ciri utama dari kaidah moral ini adalah keberlakuannya yang tidak ditegakkan
dengan sanksi yang tegas. Meskipun demikian dalam pergaulan organisasi
apabila ada Notaris yang melanggar kode etik maka Notaris tersebut dapat
dijatuhi sanksi oleh organisasi. Dengan demikian organisasi Notaris
mempunyai peran yang signifikan. Oleh karena itulah pembangunan
organisasi Notaris menjadi penting.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai
pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam
bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang
memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris
bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat
manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan
dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia
pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka pengemban

Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu



pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran objektif; spesifitas
fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Lebih jauh, dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan
sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai
perananpenting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan
kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.
Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode
Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur
mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam
menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah
penting, Pertama, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi
sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan
hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi,
sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda,
hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris
tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari
pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan
kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan

ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat



pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik
profesi yang baik dan modern.®

Seorang Notaris didalam melaksanakan jabatannya harus bersikap
profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa
melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik
Profesinya yaitu Kode Etik Notaris. Seorang Notaris diharapkan dapat
bertindak jujur, seksama mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan
pihak yang terkait dalam kepentingan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal
16 ayat 1 a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Notaris harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam
memberikan jasanya kepada masyarakat, dalam membantu mengatasi dan
memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan
jalan keluar yang dibenarkan oleh hokum. Oleh karena itu, Notaris dalam
melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan
yang ada, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Kode Etik Notaris dan Peraturan Hukum lainnya.’

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan
yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang
Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan Yyang
diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan

martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan

® Munir Fuady, 2005, Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat,
Notaris, Kurator dan Pengurus, Citra Aditya Bakti, Bandung, h 133.

" Putri A.R., 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan
Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana, Sofmedia, h. 5.



oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang
dilayaninya. Dalam menjalanan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh
kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari
adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang
baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang
Notaris. Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk
yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban.?

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah untuk
kepentingan masyarakat luas tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang
nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur dengan jelas
kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Notaris sebagai profesi dasar utamanya adalah kepercayaan dan
Notaris menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diberikan oleh
masyarakat. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang
professional mampu menahan godaan untuk menyelewengkan kepercayaan
yang diembankan kepada mereka, padahal godaan untuk menyelewengkan
kepercayaan begitu besar landasan yang berbentuk Moralitas menjadi mutlak
untuk dibangun Notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki andil yang
besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.’

Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur kode etik

Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari

® Anke Dwi Saputro (ed), 2008, Jati Diri Notaris Indonesia dulu, sekarang dan
masa mendatang, (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia), h.193.

° Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UIl  Press,
Yogjakarta, h. 1
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suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai
pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan,
pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris
melanggar kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan
kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI. Larangan mengenai
kode etik itu sendiri salah satunya adanya perkembangan teknologi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
tentu juga memberikan dampak yang besar bagi para Notaris di Indonesia.
Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini salah satunya
adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas
profesi hukum khususnya bagi Notaris dalam menjalankan fungsi dan
jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk
penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, bahkan untuk
memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi Notaris,
demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.°

Sangat disayangkan akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus Notaris
yang melangggar moral dan etika, baik dalam menjalankan jabatannya sebagai
pejabat umum maupun sebagai pribadi. Pelanggaran martabat dan nama baik
seorang Notaris sampai pelanggaran kewajibannya sebagai Notaris

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang.

1% Indonesia Legal Center Publishing, 2014, Suplemen Jabatan Notaris, Indonesia
Legal Center Publishing, Jakarta, h. 2.
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Keberadaan kode etik Notaris bertujuan agar suatu profesi Notaris
dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada
keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan Kritis serta
menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai
perkumpulan organisasi bagi para Notaris mempunyai peranan yang sangat
penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui
Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan
pengawasan atas pelaksanaan kode etik. Pengawasan terhadap para Notaris
sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat
atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum
atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya
sebagai Notaris.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian
dengan judul TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN

PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA SAMARINDA.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka
permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan yuridis proses penyelesaian pelanggaran kode etik
Notaris di Kota Samarinda?
2. Bagaimana hambatan dan solusi proses penyelesaian pelanggaran kode

etik Notaris di Kota Samarinda?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tinjauan yuridis proses penyelesaian

pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi

penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dilihat dari

manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai :

a. Sumber ilmu pengetahuan tambahan bagi para peneliti di bidang

keNotarisan, baik itu berasal dari program Magister Kenotariatan
Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun dari program studi
lainnya yang berminat melakukan penelitian khususnya yang berkaitan

dengan sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda.

2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai :

a. Bahan referensi bagi calon Notaris, agar lebih memahami segala

sesuatu yang berkaitan dengan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik
Notaris Di Kota Samarinda..

Bahan informasi atau pengetahuan tambahan bagi peneliti sendiri
maupun peneliti lainnya yang memiliki kecenderungan untuk
melakukan penelitian di bidang Notaris, khususnya mengenai Sanksi

Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Samarinda.
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E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan

antara Konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang

berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.** Adapun Istilah

yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah

a.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari
dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat
(sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).'> Menurut kamus
hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut
hukum atau dari segi hukum.*® Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti
mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu
pandangan atau pendapat dari segi hukum,

Sanksi adalah ancaman hukuman, merupakan satu alat pemaksa guna
ditaatinya suatu kaidah, Undang-undang, norma-norma hukum.
Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan
tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan
yang telah dibuat.

Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara
sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan
pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk

menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum

11 Soerjono Soekanto. Op,Cit. h. 22.
12 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa

(Edisi ke empat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470

3 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h. 651
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(common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian
kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self
control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk
kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

e. Notaris adalah pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta
Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta
otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang
pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

F. Kerangka Teori

Dalam mengkaji rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
diperlukan adanya beberapa teori dari pendapat para ahli yang dijadikan
konsep untuk landasan dalam berpikir. Teori pada hakekatnya merupakan
hubungan antara dua atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara
tertentu. Sementara itu, fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada
umumnya dapat diuji secara empiris.** Oleh sebab itu dalam bentuknya yang
paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau

lebih yang telah diuji kebenarannya.®™

14 Ashofa Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h 19.
1> Soerjono Soekanto, 2001,Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.30
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Dalam menganalisa rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas,
maka penyusun menggunakan beberapa teori yang terkait, yakni teori
penegakan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan
atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau
sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian. Demikianlah  konkretisasi daripada
penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada
hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat
keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi
mempunyai unsur penilaian pribadi.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa gangguan
terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian
antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila
terjadi  ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang

menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola

16 Soejono soekanto, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.
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perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatau
kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok daripada penegakan
hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin
mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga
dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.
Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukum

Konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau
norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi
dengan tercitanya ketertiban dan ketentraman didalam ini di batasi
pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah
peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha
maupun daerah yang satu. Undang-undang dalam arti material
mencakup :

1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau
semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum
disebagaian wilayah Negara

2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu
tempat atau daerah tertentu saja
Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa

kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat
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pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses
penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat
rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang
penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan
yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum
yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para
subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum
tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi
hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat
melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak
hukum yang tidak lain adalah manusia.
Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut
mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan
posisi tertentu didalam struktur kemayarakatan yang mugkin tinggi,
sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan
suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak
dan kewajiban merupakan peranan.
Faktor sarana atau fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau
fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang
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memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak
lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan
mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharuusnya
dengan peranan yang aktual.
d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka
masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan
hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri,
melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan
masyarakatnya. Dan diketahai pula untuk mencapai kedamaian harus
ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keatuhan tersebut antara lain
ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan
nilainilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang
ada atau tentang hukum vyang diharapkan akan ada. Dalam
melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum
masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.
Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga
merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian

merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Kepastian
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sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, dengan kata lain
hukum ada untuk menjamin kepastian dalam bermasyarakat.

Keteraturan masyarakat tidak lepas dari kepastian hukum, karena
keteraturan merupakan wujud hasil dari kepastian itu sendiri. Keteraturan
menyebabkan orang hidup dalam masyarakat dapat hidup di dalam
kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan
dalam bermasyarakat.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum lebih menekankan pada
penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil,
artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat
dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya
menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar
kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi
tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan
tertulis/peraturan perundang-undangan yang melarangnya.*’

Dalam konteks perjanjian para pihak yang melakukan tindakan
hukum, akan diawali dan muncul adanya itikad baik dalam
melakukannya. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul
dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan
untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik. Karena
perjanjian para pihak merupakan perjanjian yang harus di taati dan di

penuhi syarat-syarat sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.

" Mahfud M.D, 2007, Kepastian Hukum Tabrak Keadilan, dalam Fajar Laksono, Ed.,
Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 91.
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Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUHPerdata Pasal 1338
KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan
itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan
atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada
yang mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga
tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut James Gordley,
sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy mengungkapkan
“memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad
baik.”® Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (te
goeder trouw) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan
menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan
hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari
hubungan hukum tersebut.™

Hingga saat ini, tidak ada makna tunggal dari itikad baik dalam
melakukan perjanjian, sehingga masih menjadi perdebatan ukuran dari
itikad baik tersebut. Namun, itikad baik harus mengikuti peradaban
masyarakat dan norma-norma yang berlaku, karena itikad baik
merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Dengan tidak adanya ukuran dalam itikad baik tersebut, tidak jarang
orang- orang tertentu melakukan penyalahgunaan kehendak dalam

melakukan perjanjian. Penyalahgunaan kehendak yang biasanya disebut

¥ Ridwan Khairandy, 2003, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h.129-130.
' Riduan Syahrani,2000, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, h.260.
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dengan Misbruik Van Omstadigheden. Penyalahgunaan keadaan sebagai
salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan
beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Itikad baik dengan tidak adanya penafsiran yang jelas tidak
sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam
suatu kontrak. Menurut Rene Descrates, seorang filsuf dari Perancis,
menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi
yang jelas. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum yang
terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi
diberikan bukan sebagai orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu
kontrak akan tetapi orientasi pada proses pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Teori kepastian hukum dalam perjanjian lebih menekankan pada
penafsiran sanksi yang jelas sehingga memberikan kedudukan yang sama
antar subyek hukum yang melakukan perjanjian. Kepastian memberikan
kejelasan dalam perbuatan hukum seperti pelaksanaan perjanjian dalam

bentuk prestasi dan bahkan saat terjadi adanya wanprestasi.

G. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan maupun teknologi.?’ Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah

yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara

2% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, ed 1, Cet. ke-13, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.1
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metodologis, sistematis dan konsisten.”* Oleh karena penelitan merupakan
sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka
metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan
ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metodologi dalam suatu penelitian
berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara
mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.
Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian
dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Metode dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai
berikut :
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan
yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-
undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran kode etik
Notaris di Kota Samarinda. Sedangkan pendekatan empiris digunakan
untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang
berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan
berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.?
2. Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka

jenis penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu

21 Sperjono  Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Ul Press,
Jakarta, h. 42

%2 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, h. 43.
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memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sanksi atas
pelanggaran kode etik Notaris di Kota Samarinda. Hal tersebut kemudian
dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti
sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui
data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari
kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan
pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan
dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik
pribadi.?®
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang
berwujud laporan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa
bahan-bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum
yang mengikat, dan terdiri dari :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, yaitu :

%% Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,
Mandar Maju, Bandung, h. 65
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1) Buku-buku hasil karya para sarjana tentang Notaris, etika profesi,
profesi Notaris, integritas, rekontruksi kebijakan, dan lain-lain.

2) Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini.

3) Makalah/bahan penataran maupun artikel-artikel yang berkaitan
dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia,
dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan
terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan
dengan permasalahan yang dikaji.

4. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:
a. Studi Kepustakaan
Studi pustaka merupakan merupakan teknik pengumpulan data
tidak langsung dilakukan dan ditunjukan pada subjek penalitian,
dalam hal-hal data diperoleh dari literature-literatur, jurnal hukum dan
peraturan perundang-undangan terkait permasalahan.
b. Observasi
Observasi adalah pengamatan secara langsung, dalam artian
mengamati secara langsung obyek yang akan diteliti oleh peneliti

untuk mendapatkan data atau fakta yang ada di lapangan.*

2 Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rienka Cipta,
Jakarta, h. 133.
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c. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dalam dua orang lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.® Wawancara dapat dipandang sebagai metode
pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan
secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin,
pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi
cara bagaimana pertanyaan diajukan dan irama diserahkan
kebijaksanaan interview.?® Dengan kata lain, penyusun melakukan
wawancara terbuka. Metode wawancara terbuka ini adalah metode
wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada
responden, sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan
penelitian.
5. Metode Analisa Data
Dalam menganalisa data menggunakan metode kualitatif yaitu
suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis,
yaitu apa yang dinyatakan informan secara tertulis atau lisan dan juga
perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang

utuh.

2 Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta,
h. 81.
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. h. 227.
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H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini Tinjauan Yuridis Proses Penyelesaian Pelanggaran Kode

Etik Notaris Di

Kota Samarinda. Penelitian ini disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

PENDAHULUAN

Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual
dan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tinjauan umum tentang sanksi pelanggaran,
kode etik, Notaris dan Notaris menurut perspektif Islam
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai
tinjauan yuridis proses penyelesaian pelanggaran kode etik
Notaris di Kota Samarinda dan hambatan dan solusi
proses penyelesaian pelanggaran kode etik Notaris di Kota

Samarinda

: PENUTUP

Berisi  kesimpulan yang merupakan jawaban dari
permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu
dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang

diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait.
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